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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN  2025 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang  

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai aturan untuk menyusun Perjanjian 

Kinerja yang memuat kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  

Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja  

tahun 2025  ini  disusun   sesuai  dengan  program  dan  kegiatan utama  pendukung 

pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan 

berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tercantum 

pada Renstra tahun 2025 - 2029. 

Dengan ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Samarinda menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan.  

Dengan adanya Perjanjian ini  dapat  digunakan  untuk    penilaian keberhasilan 

pencapaian  kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

 

 

 Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan 

kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

 

Tujuan Perjanjian Kinerja. 

 Tujuan ditetapkannya Perjanjian Kinerja : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur; 

2. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel; 

3. Pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); 

4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi. 

 

Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 

388;  

 Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“.  

 Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua 

bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);  

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016  Tentang Urusan 

Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016  Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-

2029; 

9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, 

Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah 

Kota Samarinda; 

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 

11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Samarinda; 

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tanggal 22 Juli Tahun 2025 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; 

13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 tanggal 11 Agustus Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025; 

14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September 

Tahun 2025; 
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  TAHUN 2025 

 

Satuan Kerja Perangka Daerah  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 

Tahun Anggaran :  2025 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

 (1) (2) (3) 
1. Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat 

daerah 
 

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 

80,5 Nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,8 Nilai 

Persentase dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah yang disusun sesuai SOP 

100% 

Persentase laporan keuangan perangkat 
daerah yang disusun dan dilaporkan secara 
tepat waktu  

100% 

Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang 
mendapat pelayanan Kepegawaian 

100% 

Persentase kegiatan administasi umum 
perangkat daerah yang terpenuhi 

100% 

Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah 
Penunjang 

100% 

Persentase jasa penunjang yang terpenuhi 
sesuai SOP 

100% 

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi 
baik 

100% 
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Penunjang Urusan : 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

       
 
Anggaran 

 
 
 

Kegiatan :  
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Total 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

  
 
 
 
 
 
 
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 
Total 

 
Rp.        49.508.500 
 
Rp.        30.053.500 
Rp.        40.630.500 
Rp.      120.192.500 
 
 
Rp.    5.189.393.845 
Rp.    1.020.594.000 
Rp.         45.133.500 
 
Rp.    6.255.121.345 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 

 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 
Total 

 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 
 
Rp.         60.000.000 
 
Rp.       100.000.000 
Rp.       160.000.000 
 
 
 
Rp.         17.144.638 
Rp.         50.000.000 
Rp.         10.000.000 
Rp.         17.500.000 
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- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
- Fasilitas Kunungan Tamu 
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 
Total 

Rp.         42.340.850 
Rp.         12.000.000 
 
Rp.         93.750.000 
Rp.       242.735.488        

5. 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
- Pengadaan Mebel 

Total 
 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 
- Penyediaan Jasa Surat - Menyurat 
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Total 

 
 
 
Rp.         63.124.000 
Rp.         10.000.000 
Rp.         73.124.000 
 
 
 
Rp.              160.978 
 
Rp.         12.604.638 
 
Rp.         22.647.750 
Rp.       453.000.000 
Rp.       488.413.366  
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  PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 
 

Satuan Kerja Perangka Daerah  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 

Tahun Anggaran :  2025 

 

No. 
Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

 (1) (2) (3) 
1 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan 

Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan 

Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial 

Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 

100 % 

   

Program : 

 

Anggaran 

 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan 

 

  

Kegiatan : 

 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

− Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

− Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 

 

 

 

 

 

 

−  

 

 

Rp.      278.500.000,- 

 

 

 

Rp.          1.340.000,-  
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 
 

Satuan Kerja Perangka Daerah  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 

Tahun Anggaran :  2025 

 

No

. 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target 

 (1) (2) (3) 
1 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan 

Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan 

Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial 

Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100 % 

  

Program : 
 

 
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

Anggaran 

Kegiatan :  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

-  Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

 

  

 

 

 

 

 

Rp.     3.963.467.905,- 
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 
 

Satuan Kerja Perangka Daerah  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 

Tahun Anggaran :  2025 

 

No

. 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target 

 (1) (2) (3) 

1 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan 

Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan 

Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial 

Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 % 
Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 

100% 

 

 

 

   

 

 

Program : 

 

 

Anggaran 

1. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

 

 

Kegiatan :  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan : 

-    Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

-    Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah 

 

 

 

Rp.     118.671.500,- 

 

 

Rp.     101.458.875,- 

 

 

 

Total Rp.      220.130.375,-              

 

 

 

 

 

 

 

 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIIK KOTA SAMARINDA 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 
 

Satuan Kerja Perangka Daerah  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 

Tahun Anggaran :  2025 

 

No. 
Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

 (1) (2) (3) 

1 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan 

Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan 

Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial 

Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan 100 % 

  

 

Program : 

 

 

Anggaran 

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 

Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik 

Sosial 

 

 

Kegiatan :  

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  

-  Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

-  Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

 

 

 

 

  

 

Rp.         3.863.480.000,-  

 

 

 

 

Rp.              83.950.000,- 
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